BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan bantuan keuangan pembangunan partisipatif
masyarakat desa, diperlukan kebijakan yang mampu
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga
Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa, perlu dilakukan
penyempurnaan kembali;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;
Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5495);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);



7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan  Kalurahan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

11.Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

12.Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 106);

13.Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA.



Pasal I

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 106) diubah

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 22

Desa yang telah menyelesaikan kegiatan bantuan Keuangan P2MD sesuai
proposal yang direncanakan namun terdapat sisa dana bantuan, dapat
menggunakan sisa dana bantuan dimaksud untuk kegiatan lainnya

melalui mekanisme pengelolaan keuangan dalam APBDesa.

Desa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD
pada tahun anggaran penerimaan transfer dana dari kabupaten, dapat
melaksanakan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme

pengelolaan keuangan dalam APBDesa.

Desa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD,
yang disebabkan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
diluar kewenangan Pemerintah Desa, dapat mengalihkan Bantuan
Keuangan P2MD untuk kegiatan lain yang sejenis dengan ketentuan

penerima manfaat sesuai pada saat pengajuan proposal kegiatan.

Pengalihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

mendapatkan persetujuan Bupati cq. Kepala DPPKBPMD.

Pengalihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam

Perubahan APBDesa.

Dalam hal pengalihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setelah ditetapkan Perubahan APBDesa, pengalihan kegiatan
ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran
APBDesa dan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Desa tentang

Pertanggujawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.



(7) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan

kepada Badan Permusyawaratan Desa sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO
Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 114

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN\PEMERINTAHAN
s, BT KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP_196802081992031007
—



